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	Abstract

The corruption case involving former Minister of Social Affairs Juliari P. Batubara in COVID-19 social assistance funds has become one of the most concerning cases during the pandemic. This corruption, which occurred during this emergency, not only violates the law but also undermines ethical values ​​of government and public trust. This study aims to analyze the forms of abuse of authority in this case, the ethical violations of government that occurred, and their impact on public policy and public trust. The research method used was a qualitative case study approach. Data were obtained through a review of literature, legal documents, and media reports. The case involving Minister of Social Affairs Juliari P. Batubara has been highlighted, demonstrating the irony of exploiting public funds amidst mass suffering. This study aims to analyze the modus operandi, driving factors, and legal and ethical implications of the misuse of social assistance funds. Using a qualitative approach based on secondary data (court decisions, KPK reports, and BPK audits), this study shows that weak internal oversight, conflicts of interest, and a vulnerable bureaucratic culture are the main drivers. The findings emphasize the need for technology-based social assistance governance reform and strengthening government ethics in crisis situations. The research results show that Juliari P. Batubara's actions reflect the low integrity of public officials, a weak oversight system for social assistance policies, and declining public trust in the government. Strict law enforcement and bureaucratic ethics reform are crucial steps to prevent similar cases from recurring in the future.
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Abstrak

Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi salah satu kasus paling memprihatinkan di masa pandemi. Korupsi yang terjadi pada masa darurat ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai etika pemerintahan dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut, pelanggaran etika pemerintahan yang terjadi, serta dampaknya terhadap kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui kajian literatur, dokumen hukum, dan laporan media. Kasus yang menimpa Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi sorotan utama, menunjukkan ironi eksploitasi dana publik di tengah penderitaan massal. Penelitian ini bertujuan menganalisis modus operandi, faktor pendorong, serta implikasi hukum dan etika dari penyalahgunaan dana Bansos tersebut. Dengan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder (putusan pengadilan, laporan KPK, audit BPK), studi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, konflik kepentingan, dan kultur birokrasi yang rentan menjadi pemicu utama. Temuan menegaskan perlunya reformasi tata kelola bansos berbasis teknologi dan penguatan etika pemerintahan dalam situasi krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Juliari P. Batubara mencerminkan rendahnya integritas pejabat publik, lemahnya sistem pengawasan dalam kebijakan bansos, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegakan hukum yang tegas dan reformasi etika birokrasi menjadi langkah penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Bansos, COVID-19

PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran besar dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.
Namun, besarnya anggaran dan situasi darurat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sejumlah kasus menunjukkan adanya praktik korupsi, pemotongan dana, manipulasi data penerima, hingga penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Tindakan ini mencederai rasa keadilan dan memperburuk penderitaan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 perlu dikaji secara mendalam.
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan krisis multidimensional yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, serta kerentanan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam rangka mengurangi dampak tersebut, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran besar untuk program bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional.
Namun, besarnya alokasi anggaran bantuan sosial dan pelaksanaannya dalam kondisi darurat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sejumlah kasus menunjukkan adanya praktik korupsi, manipulasi data penerima, pemotongan bantuan, serta penyaluran dana yang tidak tepat sasaran oleh oknum penyelenggara negara. Tindakan penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan bantuan sosial serta mencederai prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.
Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 merupakan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan yang serius. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan kebijakan sosial di masa krisis.
Oleh karena itu, kajian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang, faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan, serta implikasinya terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya perbaikan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip good governance.

Tinjauan Pustaka
1. Konsep Penyalahgunaan Wewenang
Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan pejabat publik yang menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan wewenang sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.
Secara teoritis, penyalahgunaan wewenang dapat dijelaskan melalui agency theory, di mana pejabat publik (agen) memiliki peluang untuk bertindak demi kepentingan pribadi karena lemahnya pengawasan dari masyarakat (prinsipal). Ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan ini membuka ruang terjadinya perilaku oportunistik, termasuk korupsi dan penyimpangan kebijakan publik.
2. Bantuan Soial Sebagai Instument Kebijakan Publik
Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan melindungi masyarakat dari risiko sosial, terutama dalam kondisi krisis. Menurut Kementerian Sosial, bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada individu atau kelompok rentan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada masa pandemi COVID-19, bansos menjadi kebijakan strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak ekonomi akibat pembatasan aktivitas sosial.
Namun, besarnya anggaran dan urgensi penyaluran bansos sering kali menyebabkan lemahnya kontrol administratif. Hal ini menjadikan program bansos sebagai sektor yang rawan terhadap penyalahgunaan wewenang, baik dalam proses pendataan penerima, pengadaan barang, maupun distribusi bantuan.
3. Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial COVID-19
Pandemi COVID-19 menciptakan situasi darurat yang menuntut pemerintah bertindak cepat. Kondisi ini, meskipun diperlukan, berpotensi menurunkan standar akuntabilitas dan transparansi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, mekanisme pengawasan sering dilonggarkan sehingga meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bansos COVID-19 dapat berbentuk manipulasi data penerima manfaat, pemotongan bantuan, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, hingga suap dalam penentuan rekanan. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dilindungi dalam situasi krisis.

METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pejabat publik serta pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Selain itu, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam praktik. Hasil dan Pembahasan
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan penyaluran bantuan sosial, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait penyaluran bantuan sosial COVID-19
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti wewenang, diskresi, penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta prinsip good governance yang relevan dengan penyaluran dana bantuan sosial.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19.
Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial COVID-19
Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial COVID-19, ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, manipulasi data penerima bantuan, di mana pejabat atau aparat pelaksana memasukkan nama yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan atau mengeluarkan masyarakat yang seharusnya berhak menerima. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 
Kedua, pemotongan atau pengurangan nilai bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan biaya administrasi atau distribusi, namun pada praktiknya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ketiga, penyimpangan dalam pengadaan barang bantuan sosial, seperti pengadaan barang dengan kualitas di bawah standar, penggelembungan harga, atau penunjukan penyedia tanpa prosedur yang transparan. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan diskresi pejabat publik dalam situasi darurat pandemi. 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19. Faktor pertama adalah kondisi darurat pandemi yang menuntut penyaluran bantuan secara cepat, sehingga prosedur pengawasan dan verifikasi sering kali dilonggarkan. Diskresi yang besar tanpa pengawasan memadai membuka peluang terjadinya penyimpangan. 
Faktor kedua adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal oleh aparat pemerintah belum berjalan secara optimal, sementara pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga independen masih terbatas. Faktor ketiga adalah rendahnya integritas dan pemahaman hukum aparatur, khususnya terkait batasan penggunaan wewenang dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan wewenang. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperbesar risiko terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial.
3. Implikasi Hukum Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Bantuan Sosial 
Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 memiliki implikasi hukum yang serius. Dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas. Pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selain itu, dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat dan upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain manipulasi data penerima bantuan, pemotongan nilai bantuan, serta penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi bantuan sosial. Praktik-praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
Penyalahgunaan wewenang tersebut dipengaruhi oleh kondisi darurat pandemi yang memberikan ruang diskresi luas bagi pejabat publik, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya integritas dan pemahaman hukum aparatur pelaksana. Dalam perspektif hukum, penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 memiliki implikasi administratif dan pidana, terutama apabila menimbulkan kerugian keuangan negara dan merugikan hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.
Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan sosial di masa krisis memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Upaya tersebut diharapkan dapat menjamin penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai upaya perbaikan kebijakan dan tata kelola bantuan sosial di masa krisis maupun kondisi normal.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) penyaluran bantuan sosial, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan diskresi dalam situasi darurat. Pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan kewenangan pejabat publik akan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.
Kedua, penguatan sistem pengawasan harus dilakukan secara terpadu, baik melalui pengawasan internal oleh aparat pengawas pemerintah maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat, media, dan lembaga independen. Optimalisasi peran lembaga pengawas, disertai mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat, dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial.
Ketiga, pemerintah disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam pendataan, penyaluran, dan pelaporan bantuan sosial. Integrasi data penerima bantuan secara nasional serta penggunaan sistem digital yang transparan dapat meminimalkan manipulasi data dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Keempat, peningkatan integritas dan kapasitas aparatur pelaksana perlu menjadi prioritas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai etika pemerintahan, hukum administrasi negara, dan konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang. Upaya ini diharapkan mampu membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kelima, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial harus terus dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap keuangan negara dan hak masyarakat. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk menimbulkan efek jera. 
Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan penyaluran bantuan sosial di masa mendatang dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.
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